BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR &  TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu menata Unit Pelaksana Teknis Daerah di
bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan
Masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan
masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang  bermutu dan
berkesinambungan dibutuhkan pengaturan
organisasi dan tata hubungan kerja pusat
kesehatan masyvarakat;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturann  Bupati  tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor & Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3452);

2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan  (Lembaran Negara  Republik
Indenesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2063):

3. Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5494;



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah
diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indenesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintalh Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana (elah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
lLlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402},

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451});

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1335);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor
44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah  Daerah  adalah Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Barat.
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10.

11.

12,

13.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah
suatu  tempat vang  digunakan untulk
menyelenggarakan upaya pelavanan kesehatan,
bailk promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau masvarakat.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyvarakat vang selanjutnva
disingkat UPTD Puskesmas adalah
Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Lampung Barat, merupakan fasilitas
pelayanan kesehatan yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan
menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upava kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapait derajat kesehatan
masyarakat di wilavah kerjanya.

Upava Kesehatan Masyvarakat vang
selanjutnya disingkat UKM adalah setiap
kegiatan untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangl timbulnva masalah kesehatan
dengan sasaran keluarga, kelompok, dan
masyarakat.

Upaya Kesehatan Perseorangan yang
selanjutnya disingkat UKP adalah suatu
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk
peningkatan, pencegahan, penyembuhan
penyakit, pengurangan penderitaan akibat
penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
serta  memiliki  pengetahuan dan/atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan vang untuk jenis tertentu
memeriukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Puskesmas vang
selanjutnya  disebut dengan  Pelavanan
Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh
Puskesmas kepada masyarakat, mencakup
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan
dalam suatu sistem,

Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu
tatanan yang menyvediakan informasi untul
membanty proses pengambilan keputusan
dalam melaksanakan manajemen Puskesmas
untuk mencapai sasaran kegiatannva.
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15.

16.

Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD
Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Barat.

Kepala Tala Usaha adalah Kepala Tata Usaha
UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan vang
menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawal Negeri
Sipil dalam satuan organisasi vang dalam
pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembeniukan

Pasal 2

UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan adalah
sebagai berikut:

(1)

(2]

oHErRS IR MO AL TP

UPTD Puskesmas Gedung Surian;
UPTD Puskesmas Kebun Tebu:

UPTD Puskesmas Sumberjaya;

UPTD Puskesmas Air Hitam:

UPTD Puskesmas Fajar Bulan;

UPTD Puskesmas Sekincau;

UPTD Puskesmas Pagar Dewa;

UPTD Puskesmas Batu Ketulis;

UPTD Puskesmas Kenali;

UPTD Puskesmas Balu Brak:

UPTD Puskesmas Bandar Negeri Suoh;
UPTD Puskesmas Srimulyo,

UPTD Puskesmas Liwa;

UPTD Fuskesmas Buay Nyerupa; dan
UPTD Puskesmas Lombok.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat
fungsional dan unit layanan yang bekerja secara
profesional yvang dipimpin oleh seorang Kepala
Puskesmas.

Puskesmas scbagaimana dimaksud ayat (1)
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas sesual dengan bidang urusan
pemerintahan atau penunjang urusan
pemerintahan yvang diselenggarakan.



BAB TIT
PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS,
FUNGSI] DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Prinsip Penvelenggaraan

Pasal 4
(1) Prmmp penyelenggaraan Puskesmas meliputi:
paradigma sehat;
pertangsungjawaban wilayah:
kemandirian masvarakat;
ketersediaan akses pelavanan kesehatan;
teknologi tepat guna; dan
keterpaduan dan kesinambungan.

maan op

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5
(1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanva.

(2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas
mengintegrasikan program yang dilaksanakannyva
dengan pendekatan keluarga.

(3] Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan salah satu cara
Puskesmas mengintegrasikan program untuk
meningkatkan jangkauan sasaran dan
mendekatkan akses pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1], Puskesmas memiliki fungsi:
a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah
kerjanya; dan
b, penvelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah
kerjanya.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UEKM

tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal & huruf a, Puskesmas
berwenang untuk:

a. menyvusun perencanaan kegiatan berdasarkan
hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan
kebutuhan pelayanan vang diperlukan;

b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan
kesehatan;

c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi,
dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang
kesehatan:



menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi
dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap
tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja
sama dengan pimpinan wilavah dan sektor lain
terkait;

melaksanakan  pembinaan  teknis  terhadap
institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan
upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
melaksanakan  perencanaan kebutuhan dan
peningkatan kompetensi sumber dava manusia
Puskesmas;

memantau  pelaksanaan pembanpunan agar
berwawasan kesehatan;

memberikan Pelayanan Keschatan Yang
berorientasi pada keluarga, kelompok, dan
masyarakat dengan mempertimbangkan faktor
biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi
terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan
Kesehatan;

memberikan rekomendasi terkait masalah
kesehatan masvarakat kepada dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem
kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan
penyakit;

melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di
wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber
caya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP
tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Puskesmas
berwenang untuk;

=

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar
secara komprehensif, berkesinambungan,
bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan
faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya
dengan membina hubungan dokter - pasien yang
erat dan setara;

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang
mengutamakan upaya promotif dan preventif;
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan vang
berpusat pada individu, berfokus pada keluarga,
dan berorientasi pada kelompok dan masvarakat;
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang
mengutamakan kesehatan, keamgnan,
keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan
lingkungan kerja;

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan
prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar
profesi;

melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi
terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan:
melaksanakan perencanaan kebutuhan dan
peningkaran kompetensi sumber daya manusia
Puskesmas;



melaksanakan penapisan rujukan sesual dengan
indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
melakukan koordinasi dan keolaborasi dengan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanva,
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Puskesmas melakukan
pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tingkat pertama di wilayah kerjanya.

(1)

(2]

(1)

(2)

(1)

2)

Pasal 10
Selain  menyelenggarakan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas dapat
berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang
kesehatan, wahana program internsip, dan/atau
sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas
sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan,
wahana program internsip, dan/atau sebagai
jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAE M1
ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11
Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat
fungsional dan unit layanan yang bekerja secara
profesional.

Puskesmas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis vang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota,
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Organisas

Pasal 12
Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang
efektif, efisien, dan akuntabel.

Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} terdiri atas:

a, kepala Puskesmas;

b. kepala tata usaha; dan

c. penanggung jawab.



(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

Pasal 13
Puskesmas  dipimpin oleh Kepala UPTD
Puskesmas vang merupakan pejabat fungsional
tenaga  kesehalan yang diberikan tugas
tambahan;

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penanggung jawab atas
sclurubh penyvelenggaraan kegiatan di Puskesmas,
pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya,
pengelolaan keuangan, dan pengelolaan
bangunan, prasarana, dan peralatan.

Pasal 14
kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati.

Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:

a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;

b. memilila pendidikan bidang kesehatan paling
rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4
(diploma empat);

¢, pernah paling rendah menduduki jabatan
fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli
pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;

d. memiliki kemampuan manajemen di bidang
kesehatan masyarakat;

e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2
{dua) tahun; dan

f. telah mengikuti pelatthan manajemen
Puskesmas.

Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan
sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga
kesehatan  dengan  kualifikasi  pendidikan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf b dan
huruf e, kepala Puskesmas dapat dijabat oleh
pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan
tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.

Fasal 15
Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 avat (2) huruf b merupakan jabatan
esclon IV b;

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Tata Usaha
harus memenuhi persyaratan:
a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
b. memiliki pendidikan paling rendah Diploma
(D3); dan
c. memahami administrasi keuangan dan sistem
informasi kesehatan.



(1)

(2)

(1)

(3]

Pasal 16
Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2] huruf b memiliki tugas dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
administrasi Puskesmas.

Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} membawahi beberapa kegiatan
diantaranya  koordinator tim  manajemen
puskesmas, system informasi puskesmas,
kepegawaian, rumah tangga, keuangan,
penanggung jawab bangunan, prasaranan dan
peralatan puskesmas.

Pasal 17

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) huruf ¢ terdiri atas:

a. penanggung jawab UKM esensial dan
keperawatan kesehatan masvarakat, yang
membawahi:

. pelavanan promosi kesehatan

. pelavanan kesehartan lingkungan

. pelayanan kesehatan Lkeluarga vang

bersifat UKM

pelayanan gizi yvang bersifat UKM

pelavanan pencegahan dan pengendalian

penyakit
6. pelavanan keperawatan kesehatan
masyarakat, dan/atau
7. pelayanan UKM pengembangan

b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan
laboratorium, membawahi beberapa kegiatan
seperti:

1. pelavanan pemeriksaan umum
2, pelayvanan kesehatan gigi dan mulut
3. pelayanan kesehatan keluarga bersifat

UKF

pelayanan gawat darurat

pelavanan gizi vang bersifat UKP

pelavanan persalinan

pelayanan rawat inap untuk puskesmas

vang menyediakan pelavanan rawat inap
8. pelayanan kefarmasian
9. pelayanan laboratorium

c. penanggung jawab  jaringan  pelayanan
Puskesmas dan jejaring Puskesmas, yang
meliputi:
1. puskesmas Pembantu
2. puskesmas Keliling
3. prakti Bidan Desa
4. jejaring Puskesmas

d. penanggung jawab mutu

LS
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Selain penanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk
penanggung  jawab lainnva berdasarkan
kebutuhan Puskesmas dengan persetujuan
kepala dinas kesehatan.



(1)

(2]

(3]

(1)

(2)

(3]

(4)

(5]

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Kerja

Pasal 18
Hubungan kerja antara dinas dengan Puskesmas
bersifat pembinaan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan oleh dinas kepada Puskesmas sebagai
unit pelaksana teknis daerah  yang memiliki
otonomi dalam rangka  sinkronisasi dan
harmonisasi pcncapaian tujuan pembangunan
kesehatan daerah.

Pencapaian rtujuan pembangunan kesehatan
daerah sebapaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan
tanggung jawab dinas.

Pasal 19

Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),
Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan
rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan
lain, upayra kesehatan bersumberdaya
masvarakatl, dan lintas sektor terkait lainnya di
wilayah kerjanvya sebagai jejaring Puskesmas.

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan
rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau
rujukan di bidang upaya kesehatan.

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya
kesehatan bersumberdaya masyarakat Dbersifat
pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di
bidang upaya kesehatan.

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas
sektor terkait lainnya sebagal jejaring bersifat
koordinasi di bidang upaya kesehatan.

Koordinasi dibidang upaya kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayvat (3),
dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan
upava kesehatan vang paripurna.

Pasal 20
Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas
dilaksanakan melalui laporan kinerja vyang
disampaikan kepada kepala dinas keschatan
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam
satu tahun.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi
tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan
kesehatan dan manajemen Puskesmas.
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(3] Kepala dinas kesehatan harus memberikan
umpan  balik  terhadap laporan  kinerja
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dalam
rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

(4] Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban
memberikan laporan lain melalui sistem informasi
Puskesmas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Unit
Pelaksana Teknis Daersh (UPTD) Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyvatakan
tidak berlaku,

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
dinndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn
Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal [8 Ftb FACT 2020

BUPATI LAMPUNG

Diundangkan di Liwa

pada tangeal

(8 Febryarn 2020
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